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ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENGAIAYAAN YANG DI LAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN
POLRESTABES PALEMBANG

Ahmad Rahmadon
502019245

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Perlindungan
hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh oknum
kepolisian Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian
hukum normatif empiris. Adapun jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini
adalah data premier dan skunder. Data premier yaitu data yang di peroleh dari hasil
penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini Polrestabes kota Palembang. Bahan
skunder vyaitu data hasil penelitian keperpustakaan ( Labrary Research
).perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan yang di lakukan oknum polisi
Perlindungan hukum bersifat preventif dan represif bagi korban penganiayaan
diperlukan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif, bersifat
preventif artinya adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah
dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan bersifat
reprensif artinya perlindungan hukum yang berupa denda, penjara, dan hukuman
tambahan, dimana salah satu dari perlindungan hukum tersebut merupakan
pertanggungjawaban dari pelaku.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh
pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat.
Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Korban Tindak Pidana, Penganiayaan



ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF CRIMINAL ACTS
PERFORMED BY POLICE PERSONNEL POLRESTABES PALEMBANG

Ahmad Rahmadon
502019245

The problem in this research is how to protect the law against victims of criminal
acts of abuse committed by unscrupulous police. The type of research used in this
thesis is a type of empirical normative legal research. The types of data used in this
study are premier and secondary data. Premiere data, namely data obtained from
the results of research directly into the field, in this case the Polrestabes of the city
of Palembang. Secondary material, namely data from library research (Labrary
Research). Legal protection for victims of abuse by police officers. Legal protection
Is preventive and repressive for victims of abuse. Legal protection is needed both
preventively and repressively. It is preventive, meaning it is a form of legal
protection provided by the government with the aim of preventing violations from
occurring, while being repressive means legal protection in the form of fines,
imprisonment and additional punishment, where one of the legal protections is the
responsibility of the perpetrator.

Legal protection is a form of service that must be provided by the government to
provide a sense of security to every citizen. Based on the Constitution of the
Republic of Indonesia

Keywords: Legal Protection, Victims of Crime, Persecution
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib
diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga
masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia,
Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu
hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diurauikan dalam Pasal 28D ayat (1)
Undang-undang Dasar yang selanjutnya disebut (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi:
“ Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum > .}

Negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung
tinggi hak asasi manusia serta menjamin semua warga negara mempunyai
kedudukan yang sama di mata hukum (equality before the law).?

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang
menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di undangkan pada 11 Agustus 2006.
Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk

menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang

! Rahmat, 2012, Kesaksian, Majalah Kesaksian Edisi Il, , him. 3.
2 Bambang Waluyo, 2011, Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika,, hIm 2.



dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut
(LPSK). LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan
bantuan kepada saksi dan korban.?

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban bertujuan untuk
memberikan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari
segala bentuk ancaman, ketakutan, dari para pelaku tindak pidana yang dapat
memperngaruhi tentang kebenaran dalam penegakan hukum pidana. Salah satu
alat bukti yang sah dan hampir selalu ada dan diperlukan dalam setiap perkara
pidana adalah keterangan saksi. Betapa urgensinya saksi dalam perkara pidana
dapat diketahui dari banyaknya perkara besar yang tidak terselesaikan dalam
penyelidikan, maupun yang kemudian membebaskan terdakwa dari jeratan
Penuntut Umum karena kurangnya alat bukti keterangan saksi.*

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya
harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi mereka dibekali
pula dengan etika Kepolisian sebagai aspek dalam Kepolisian. Etika Kepolisian
adalah norma tentang perilaku Polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan
pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan

keamanan masyarakat.

3 Mal Thes Zumara, Fungsi LPSK dalam Kasus Pelanggaran HAM Dikaitkan dengan UU
No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Repository UNAND, diakses dari
http://repository.unand.ac.id/17037/1/FUNGSI_LE
MBAGA PERLINDUNGAN_SAKSI_DAN_KORBAN.pdf, pada tanggal 31 Oktober 2022, pukul
22.00

4 Muchamad Iksan, 2012, Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana
Indonesia, Muhammadiyah University Press, Surakarta, , him. 10.



Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas telah menjadi
parasit-parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana yang
selanjutnya disebut (SPP) sebagai lingkaran setan mafia peradilan. Masyarakat
menjadi enggan berhubungan dengan polisi/lembaga kepolisian karena keduanya
telah menjadi mesin teror dan horor inilah contoh nyata bahwa SPP bersifat
kriminogen.®

Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penegakan hukum pidana
ternyata masih mengemuka. Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa perilaku
sedemikian telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan
pengakuan terdakwa.®

Proses pemeriksaan sebagai tersangka belum tentu bersalah dan karenanya
wajib dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas praduga tidak bersalah. Asas
praduga tak bersalah (Presumption of Innocence) yaitu :

“Setiap orang yang disangka oleh penyidik kepolisian, wajib dianggap tidak
bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan
memperoleh kekuatan hukum tetap”.’

Contoh kasus dugaan pemerkosaan terhadap tiga anak di Luwu Timur,
Sulawesi Selatan, terjadi pada tahun 2019. Saat itu, ibu korban sempat melaporkan
ke kepolisian setempat bahwa ketiga anaknnya diduga diperkosa oleh mantan

suaminya. Namun, bukannya mendapat perlindungan polisi seperti yang

5 Sadjijono, 2008, Etika Profesi Hukum, Telaah Filosofis terhadap Konsep dan
Implementasi Kode Erik Profesi POLRL, Laksbang Mediatama, Jakarta, , hIm. 78-87.

63 Agus Raharjo. 2006, "Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatis IImu
Hukum dalam Teori dan Praktik)”, Jurnal Hukun, Pro Justitia. vol. 24. No. I. Januari, hIm. 16

" Andi Hamzah, 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Grafika,
Jakarta, , him. 53



diharapkannya, polisi malah menghentikan penyelidikan dengan alasan tidak
cukupnya alat bukti, hal ini membuktikan bahwa alat bukti yang kuat di perlukan
untuk membantu korban maupun kepolisian dalam proses penyelidikan, yang

pembuktiannya harus di lakukan oleh saksi ahli ( dokter ) yaitu visum et repertum.

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat Dokter atas
permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap
seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia,
berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan
peradilan. Menurut Budiyanto et al, dasar hukum Visum et Repertum adalah

sebagai berikut :

Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya di sebut

(KUHAP) menyebutkan:

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang
korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa
yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan
keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau
ahli lainnya.

2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas
untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan

bedah mayat



Ketentuan asas praduga tak bersalah tersebut pada Pasal 52 KUHAP
menjelaskan wajar bila seorang tersangka dalam proses peradilan pidana, wajib
mendapatkan hak-haknya yang ditujukan untuk melindungi tersangka ditingkat
penyidikan di kepolisian, dimana terdapat harkat dan martabat seseorang tersangka
dijamin, dihormati dan dijunjung tinggi.

Polisi selaku penyidik, berperan penting dalam pelaksanaan perlindungan
bagi tersangka, sehingga sangat perlu memperhitungkan terjadinya masalah-
masalah yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan KUHAP, seperti diketahui
bahwa sangat menjunjung tinggi, memberi jaminan penghormatan harkat dan
martabat manusia, terhadap seorang tersangka pada tahap penyidikan negara
menjamin hak-haknya.®

Dalam kaitannya dengan wewenang polisi dalam melakukan pemeriksaan
terhadap tersangka guna mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan suatu
tindak pidana, maka prinsip yang harus dipegang adalah berdasarkan setiap orang
berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam,
tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan hak tersangka, penyidik wajib menjamin terlaksananya hak-
hak seseorang tersangka selama proses penyidikan berlangsung disinilah peran
penyidik dalam memberikan jaminan pelaksanaan hak bagi tersangka dalam
perkara pidana. KUHAP telah meletakkan landasan prinsip “legalitas” dan

pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat, dengan sistem “akuisator”.

8 Indriyanto Seno Adji, , 2008 Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP, Pustaka
Sinar Harapan, Jakarta, him. 4



Menempatkan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang
mempunyai Hak Asasi, harkat dan martabat harga diri.®

Dalam memperkuat dan menjamin ketentuan untuk perlindungan hak
tersangka dalam due process of law, terutama dalam tahap pra-ajudikasi. Dapat juga
didasarkan pada konvensi anti penyiksaan yang telah diratifikasi melalui Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan dan
perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Penyiksaan berdasarkan konvensi ini diartikan: “Sebagai perbuatan yang
dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang
hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan
atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga atau untuk suatu alasan yang
didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi apabila rasa sakit atau penderitaan itu
ditimbulkan atas hasutan dari persetujuan atau sepengetahuan pejabat public”. Hal
ini tidak meliputi rasa sakit dan penderitaan yang semata-mata timbul melekat atau
diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh penyidik tetap memperhatikan
haknya sebagai hak tersangka yang dijamin oleh undang-undang. Proses
pembuktian untuk mencari kebenaran dalam menyelesaikan suatu kasus dalam
menjamin hak tersangka, kepentingan-kepentingan dalam pembuktian kasus

terhadap tersangka memiliki peran penting dalam menjaga proses pemeriksaan di

9 Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, him.53.
10 Winahyu Erwiningsih, 2009, Hak Menguasai Negara Atas Tanah,Total Media,
Yogyakarta:, him. 81-82.



Kepolisian, apabila seseorang tersangka telah melakukan pelanggaran hukum dan
hasil pembuktian tidak cukup, maka tersangka dibebaskan, namun apabila dapat
dibuktikan, maka tersangka dinyatakan bersalah dan diberikan sanksi berupa
hukuman badan atau denda dengan menjunjung tinggi hak-hak tersangka.!

Dalam melakukan penyidikan Penyidik menggunakan prinsip akusator
dalam setiap tingkat pemeriksaan. Polisi sebaiknya menjauhkan diri dari cara-cara
pemeriksaan yang inkuisitor yang menempatkan tersangka dalam pemeriksaan
sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Sehingga seolah-olah
tersangka sudah divonis saat pertama diperiksa dihadapan penyidik. Tersangka juga
dianggap dan dijadikan objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi
manusia dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabatnya serta
kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya sering terjadi dalam praktek seorang yang
benar-benar tidak bersalah terpaksa masuk dalam penjara.*?

Jaminan asas praduga tak bersalah dan prinsip pemeriksaan akusator
ditegakkan dalam segala tingkat proses pemeriksaan yaitu dalam menjunjung tinggi
asas praduga tak bersalah dan prinsip akusator didalam penegakkan hukum dan
menjamin hak tersangka. Penyidik dalam memeriksa perkara menggunakan dengan

cara apapun untuk mendapatkan keterangan.*®

1 Analisis Kriminologi Oleh:. J.E. Sahetapy, 2005, ." Penerbit Pt.Citra Aditya Bakti
Bandung, him 28

12 Komang Dara Trimarlina,, 2019, “Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusi
Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan”, Jurnal Analogi Hukum, volume 1, Nomor 3, ,
him 412

13 Tabah Santoso, 2015 “Analisis Yuridis Penembakan Oleh Polisi Terhadap Pelaku Yang
Diduga Melakukan Tindak Pidana Dikatikan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah”, JOM Fakultas
Hukum, volume 2 Nomor 2 Oktober, him 3.



Polisi tidak menggunakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan atau
keterangan dari tersangka. Hak-hak tersangka diberikan sebelum didapat
pengakuan, hal ini untuk menjaga dan tidak bertentangan dengan amanat undang-
undang, di mana hak-hak itu seharusnya diberikan pada awal penyidikan
berlangsung. Apabila tidak menjamin hak tersangka dalam proses pemeriksaan
artinya negara telah gagal memberi perlindungan hukum kepada tersangka.*

Kepolisian terus melakukan transparansi dalam hal ini dan tidak
melindungi anggotanya yang melakukan kekerasan agar citra penegak dan
penegakan hukum dapat lebih baik dan lebih adil bagi masyarakat. Setiap pekerjaan
maupun kegiatan pasti ada kendala-kendala yang dihadapi oleh orang yang
melakukan pekerjaan, hal tersebut terjadi karena setiap orang mempunyai karakter,
sikap atau sifat serta fisik yang berbeda-beda, dalam melakukan penyidikan juga
pasti akan ada kendala-kendala yang muncul yang dialami oleh penyidik.®

Dalam proses penyidikan, polisi selalu menghormati hak-hak yang
diperoleh tersangka. Pengetahuan polisi terhadap hak-hak tersangka itu sangat
penting bagi tersangka maupun bagi polisi itu sendiri, karena tidak ada pihak yang
akan dirugikan. Tetapi hanya mengetahui tanpa melakukan hal yang sebenarnya
(melakukan penyidikan), bisa mempengaruhi polisi dalam memenuhi hak-hak

tersangka. Hal-hal yang dihadapi di lapangan terkadang jauh berbeda dengan apa

14 Juhaya. 2017 Teori Hukum Dan Aplikasinya. Bandung: Pustaka Setia, him 1.
15 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2007 Kriminologi. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, him 9.



yang ada dalam Undang-undang, maka pengalaman menyidik itu sangat
berpengaruh dalam mengaplikasikan pengetahuan tentang hak-hak tersangka.®

Kendala paling berat yang dihadapi oleh penyidik kepolisian adalah
tersangka yang benar-benar sakit ataupun yang pura-pura sakit. Pada saat akan
diperiksa, tersangka sering mengeluh sakit, penyidik sudah memberi obat, dan juga
tersangka disuruh istirahat. Setelah dilanjutkan penyidikan, tersangka masih sering
mengeluh sakit. Hal-hal atau proses seperti itu yang sangat menguras tenaga dan
pikiran penyidik, tetapi seorang penyidik harus tetap melakukan pemeriksaan untuk
mendapatkan keterangan tersangka karena itu adalah tugas penyidik.

Apabila tersangka tidak mau mengakui melakukan tindak pidana setelah
penyidik bertanya kepada tersangka, bahkan kadang ada tersangka yang berbelit-
belit dalam memberikan keterangan, kalau tersangka seperti itu, penyidik akan
bertanya kepada saksi-saksi seperti teman dekat, pembantu rumah tangganya,
tetangganya atau orang lain yang dianggap mengetahui tersangka melakukan tindak
pidana.t’

Tersangka yang mempunyai cacat fisik akan sulit untuk diambil
keterangannya. Dalam hal mendapatkan keterangan tersangka yang seperti ini,
misalnya tidak bisa bicara, penyidik meminta bantuan kepada seorang yang ahli
pada bidang seperti ini, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat (1) huruf

16 | gusti Ngurah Parwawata,, 2017, Bahan Ajar Terminologi Kriminologi, Denpasar:
Fakultas Hukum Universitas Udayana, him, 34.

171 Achmad Ali. 2010, Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan. Jakarta: Kencana,
hlm 375
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(9) yang pada intinya adalah untuk mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hal
pemeriksaaan.

Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan proses penyidikan adanya
interpensi pimpinan dikarenakan tersangka yang merupakan unsur Polisi. Kendala
ini tidak hanya pada tindak pidananya akan tetapi berimbas kepada pencemaran
nama baik institusi Kepolisian, apabila tersangkanya personil Kepolisian, sehingga
adanya beberapa kebijaksanaan dalam proses penyidikan, seperti adanya hukuman
tambahan dari kebijakan pimpinan padahal proses penyidikan masih berjalan.

Dalam pelaksanaan penyidikan, meskipun demikian penyidik kepolisian
dalam melaksanakannya penyidikan tetap mengikuti pedoman pada ketentuan,
sebagai standar waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan penyidikan. Ini salah
satu kendala yang dihadapi Penyidik Kepolisian, ketentuan hukum acara pidana
dimaksudkan untuk melindungi tersangka dari tindakan yang sewenang-wenang
aparat penegak hukum dan pengadilan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
KUHAP tentang memberikan seperangkat hak kepada tersangka .18

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melihat lebih dekat lagi
tentang korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum kepolisisan
melalui penelitian dan pembahasan terhadap pokok masalah yang diangkat dan
hasilnya dituangkan dalam bentuk tulisan yang diberi judul < Perlindungan Hukum

korban tindak pidana penganiayaan oknum kepolisisan.”

18AIl-Adl,2022 : jurnal https://ojs.uniskabjm.ac.id/index.php/aldli/article/viewDiakses
selasa 01 November, Pukul 01.00
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B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan yang dilakukan
oknum Kepolisian di Polres Tabes Palembang?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap oknum Kepolisian yang melakukan tindak

pidana penganiayaan di Polres Tabes Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

a. Secara Teoritis
Penelitian ini dapat mendukung perkembangan pengetahuan ilmu hukum,
terutama dalam bentuk memperkaya catatan hasil-hasil penelitian ilmiah
bidang ilmu hukum pidana dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan
atau pun data sekunder bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk
mendalami bidang yang sama.

b. Secara Praktis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan

pertimbangan bagi Kepolisian Rl Khususnya Polres Tabes Palembang

2. Tujuan Penelitian
a. Ttujuan penelitian ini untuk memahami dan menganalisis perlindungan
hukum terhadap korban tindak pidana oleh oknum kepolisian Polres Tabes
Palembang

b. Sanksi hukum terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana
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penganiayaan di Polres Tabes Palembang

D. Kerangka Konsep.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang
berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini,
maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang

ada, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang
dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar
mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan
kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan
oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran
maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. °

2. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat
tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang
lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.?°

3. Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah
tindak pidana sebagai terjamahan dari strafbaarfeit menunjukkan pengertian gerak-
gerik tingkah laku seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak
berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak
pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam

undangundang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini

9 1bid, him 1
20 Arif Gosita, 2003, Masalah korban kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, , him. 63
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mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila
akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai
sanksi.?!

4. Penganiayaan terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di BUKU
KEDUA tentang Kejahatan yang terdapat di Bab XX dalam pasal 351 KUHP
mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan
dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, tentang pengertian
penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa
sakit, atau luka. Sedangkan dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP, penganiayaan
diartikan dengan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja

untuk merusak kesehatan orang lain.?

E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah jenis
penelitian hukum empiris
a. Data normatif yaitu data hasil penelitian keperpustakan atau Juranal
b. Data empiris yaitu data yang di dapat dari hasil wawancara
2. Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis data yang digunaan penelitian ini adalah data premier dan data
skunder.

a. Data premier yaitu data yang di peroleh dari hasil penelitian langsung ke

2L S.R. Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, Storia
Grafika, Jakarta, , him. 204
22 R, Soesilo, op cit, him. 245
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lapangan dalam hal ini Polrestabes Palembang
b. Bahan skunder yaitu data hasil penelitian kepustakaan
3. Tenik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan tenik

pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan : Untuk mendapatkan data sekunder dengan cara
mempelajari dan meneliti literatur- literatur yang berhubungan dengan
judul.

b. Studi lapangan : Untuk mendapatkan data premier dengan cara
mempelajari dan meneliti kasus-kasus yang timbul di lapangan yang
berhubungan dengan judul, untuk itu penulis akan melakukan riset terhadap
instansi terkait yakni Polres Tabes Kota Palembang.

4. Analsis Data

Data yang di peroleh dari sumber-sumber yang dikumpulka,diklarifikasi,baru
kemudian di analisi secara kualitatif artinya mengurai data secara meruntun dalam
bentuk kalimat yang teratur,sistematis,logis dan efektif sehingga dengan
memudahkan untuk interpensi data dan pemahaman hasil. Selanjutnya hasil dari

sumber bahan hukum tersebut dikontruksikan dalam bentuk kesimpulan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini di buat dalam 4 (empat ) bab yang disusun sistematika

sebagai berikut

BAB | : Pendahuluan



BAB Il :

BAB Il
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Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan
penelitian,definisi  konseptual,metode penelitian ,serta  sistematika

penulisan.

Tinjauan pustaka

Beisi tentng tinjauan Pustakaan, yang terdiri dari pengertian tindak pidana,
pengertian perlindungan hukum, jenis-jenis tindak pidana, dan

penanggung jawab pidana

: Pembahasan

Berisi tentang pembahasan perlindungan hukum terhadap korban tindak
pidana penganiayaan yang dilakukan oknum Kepolisian Polrestabes
Palembang, dan sanksi hukum terhadap oknum kepolisian yang

melakukan tindak pidana penganiayaan di Polres Tabes Palembang

BAB 1V : Penutup

Penulis menarik kesimpulan dari uraian - uraian yang di jabarkan pada

skripsi ini, serta memberikan saran.
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